
 

 

 

 

BUPATI SUKOHARJO  

 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

 

NOMOR 45  TAHUN 2020 

 

TENTANG 

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH  

DALAM PEMBERIAN PERIZINAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SUKOHARJO, 

 

Menimbang  :  
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian 
Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah 
Daerah, Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan 
Konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap 
pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh Pemerintah 
Daerah diatur dengan peraturan kepala daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah 
dalam Pemberian Perizinan; 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6396); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang 
Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang 
Berkaitan dengan Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang 
Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6219); 

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) 
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10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 
tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata 
Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan 
dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 30) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 39/Pmk.03/2016 tentang Perubahan 
Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan 
Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan 
Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 442); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1956); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 252) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Pajak Daerah; 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS 

WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN PERIZINAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

4. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah 
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- 
besarnya kemakmuran rakyat. 

5. Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau Badan, 
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 

6. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah adalah kegiatan 
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum 
memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh 
keterangan status Wajib Pajak. 

7. Keterangan Status Wajib Pajak Daerah adalah informasi 
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka 
pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan 
publik tertentu. 

8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang 
atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam 
bentuk Izin maupun Tanda Daftar Usaha. 

9. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada 
wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi 
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal 
diri dan atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan 
hak dan kewajiban perpajakan.  
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10. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo.  

11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP 
adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo. 

 

BAB II  

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH 

Pasal 2 

(1) Pemerintah Daerah melakukan Konfirmasi Status Wajib 
Pajak Daerah sebelum memberikan perizinan. 

(2) Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online melalui 
http://cekpajak.sukoharjokab.go.id. 

(3) Dalam hal keterangan status Wajib Pajak Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan status 
belum bayar atau belum lunas maka wajib pajak harus 
menyelesaikan kewajiban untuk mendapatkan status 
wajib pajak daerah sudah bayar atau lunas.  

(4) Pemerintah Daerah menerbitkan Konfirmasi Status 
Wajib Pajak Daerah atas keterangan Status Wajib Pajak 
Daerah yang data dan informasinya sudah dilakukan 
penelitian akurasi dan validasi data.  

 

Pasal 3 

Pemerintah Daerah akan mengirimkan keterangan status 
wajib pajak daerah yang berisi informasi tentang :  

a. Wajib Pajak Daerah sudah terdaftar dibuktikan dengan 
NPWPD atau Nomor Obyek Pajak (NOP); dan  

b. Pajak terutang sudah dibayar atau lunas.  

 

BAB III  

LAYANAN PERIZINAN 

Pasal 4 

Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) terdiri atas:  

a. Izin Mendirikan Bangunan; dan 

b. Izin Reklame. 
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Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal 3 Agustus 2020 
 

Plh. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUKOHARJO 
ASISTEN PEREKONOMIAN 

DAN PEMBANGUNAN, 
 

ttd. 
 

WIDODO 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

TAHUN 2020 NOMOR 45  

BAB IV  

STATUS WAJIB PAJAK DAERAH TERKAIT DENGAN 
PEMBERIAN PERIZINAN 

 

Pasal 5 

Pemerintah Daerah dapat memberikan perizinan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada pemohon 
apabila pemohon dapat memenuhi Status Wajib Pajak 
Daerah Sudah Bayar atau Lunas dari BKD.  

 

BAB V  

PEMBINAAN  

Pasal 6 

(1) Pembinaan pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak 
Daerah dilaksanakan oleh BKD dalam bentuk 
konsultasi, monitoring dan evaluasi. 

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 
(satu) tahun. 

 

BAB VI  

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.  
 

Ditetapkan di Sukoharjo  

pada tanggal 3 Agustus 2020 

BUPATI SUKOHARJO,  

 

           ttd. 

 

WARDOYO WIJAYA 

 


